
BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Status tanah Ibukota Kabupaten (IKK) Padang pariaman sebelum dikuasai

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan tanah ulayat

nagari yang sebagian dikuasai oleh penggarap diatasnya. Status tanah IKK

(Ibukota Kabupaten) Pasca diserahkan oleh nagari parik malintang dan penggarap

yang ada diatasnya masih dalam proses antara penggarap dan pemerintah daerah

padang pariaman karena masih ada yang belum menerima antara penggarap hak

garapnya.

Kronologi dan konflik peralihan tanah nagari dari Nagari Parik Malintang

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan suatu bagian

yang berkaitan dengan penulisan ini untuk mendeskripsikan suatu peristiwa-

peristiwa yang terjadi seperti penyerahan tanah 100 Ha (Hektar) oleh Niniak

Mamak dan pembebasan Hak garap oleh pemerintah terhadap masyarakat

penggarap, dalam pokok persoalan ini belum ditemukan penyelesaian sehingga

masih terjadi perdebatan dan konflik di atas status hukum tanah tersebut.

4.2 Saran

Untuk masyarakat yang memperjuangan hak tanah mereka segera

melakukan uji materi dan unjuk batas baik dengan Niniak Mamak maupun dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.


